BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan
harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan
nazhir sebaga salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif
harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun
kelembagaan (badan hukum). Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir
sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tapi karena tugas Nazhir
menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak
yang berhak menerimanya, jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang
memang mampu menjalankan tugas itu.

2. Nazhir dalam Hukum Fikih tidak dijadikan sebagai salah satu rukun wakaf.
Wakif dapat bertindak sebagai Nazhir terhadap harta yang telah
diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Para
ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan Nazhir adalah
wakif. Adapun jika wakif tidak menunjuk Nazhir disaat ia melakukan ikrar
wakaf, pada umumnya ulama berpendapat bahwa yang berhak mengakat Nazhir
adalah hakim, kecuali sebagian golongan hanabilah yang berpendapat jika
mauquf ‘alaih-nya mua’yyan hak pengangkatan Nazhir ada pada mauquf ‘alaih.
Jika mauquf alaih-nya tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas tidak
kembali kepada hakim tetapi kepada wali mauquf ‘alaih. Sedangkan
Kedudukan Nazhir wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
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tentang Wakaf yang isinya lebih menegaskan kedudukan Nazhir dalam
perwakafan dan adanya batasan imbalan Nazhir dalam perwakafan. Kedudukan
Nazhir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus
didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan
dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Bila tidak ada Nazhir
maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan. Nazhir menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi Nazhir Perseorangan,
Nazhir Organisasi, dan Nazhir Badan Hukum.
B. Saran

1. Zaman dahuhu para ulama tidak mencantumkan Nazhir ke dalam rukun wakaf
karena mereke sudah percaya kepada wakif itu sendiri, karena tingkat
ketakwaan dan kesholihan umat muslim zaman dahulu masih sangat besar
sekali dan sangat amanah, berbeda dengan zaman sekarang, tingkat keimanan
umat Islam menurun ditambah permasalahan kehidupan sehari-hari yang
menambah permasalahan ataupun beban hidup umat muslim di Indonesia
menjadikan harta benda wakaf rawan disalah gunakan. Maka dari itu, sebagai
umat muslim Indonesia kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita
kepada Allah Swt. agar kita mampu dan ikhlas menjalankan amanat laman
menjaga dan mengelolah harta benda wakaf agar lebih bermanfaat untuk kita
semua demi kemajuan umat muslim di Indonesia.

2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan terhadap Nazhir wakaf
agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf |ebih berkembang dan
lebih banyak memberi manfaat kepada umat Islam pada umumnya dan kepada
masyarakat muslim yang lebih membutuhkan pada khususnya.
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